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ABSTRAK

AndiVeranita.14.2100.014. Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak
Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun
1974 (StudiPengadilan Agama Watansoppeng). (Di bombing oleh Rukiah dan Fikri).

Penelitian ini mengkaji tentang responsif hakim tentang pemberlakuan hukum
hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun
1974, yang terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah, yaitu; 1) Bagaimana hak waris anak
luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat. (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974; 2)
Bagaimana respon hakim tentang pemberlakuan-hukum hak waris anak luar nikah
pasca uji materil pasal 43-ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama
Watansoppeng.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif, kualitatif, dengan
menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, dan sosiologis. Lokasi penelitian
dilaksanakangdigPengadilansAgama. \Watansoppengssehinggasjenispdangsumber data
adalah data primer dan data sekunders Data primer adalah data yang diperoleh dari
hakim sebagai informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi seperti Undang-undang, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan trianggulasi diantaranya observasi, wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisa yang bersifat
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, yaitu; 1) Hak waris anak luar nikah pasca uji
materil ‘Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 adalah hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, meskipun sudah diakui
secara hiologis dari bapaknya dengan menggunakan tes DNA, sehingga anak luar
nikah hanya memiliki hak-hak keperdataan tetapi bukan sebagai ahli waris. 2)
Responsif hakim tentang pemberlakuan hak waris anak luar nikah pasca uji materil
pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1. Tahun 1974 di-Pengadilan Agama Watansoppeng,
bahwa pasca uji materil pasal tersebut belum dapat diberlakukan secara mutlak
berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan sebagai suatu tantangan bagi
hakim untuk menerapkan suatu hukum.

Kata kunei: Responsif hakim, Pemberlakuan hukum, Hak waris, Anak luar nikah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Ar\nh alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba B Be

o ta T Te

& s\a s\ es (dengan titik di atas)

= jim J Je

- h}a h} ha (dengan titik di bawah)
F kha Kh ka dan ha

> dal D De

5 Z\al 2\ zet (dengan titik di atas)

3 ra R Er

; zai Z Zet

o sin S Es

g syin Sy es dan ye
P s}ad s} es (dengan titik di bawah)
P d}ad d} de (dengan titik di bawah)
L t}a t} te (dengan titik di bawah)
b Z}a z} zet (dengan titik di bawah)
12 ‘ain ¢ apostrof terbalik

12 gain G Ge

o fa F Ef

] gaf Q Qi

4 kaf K Ka

J lam L El

2 mim M Em

9 nun N En

9 wau W We

2 ha H Ha

c hamzah ’ apostrof

S ya Y Ye

XVi



Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang. lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
( fath}ah a a
| kasrah i i
Vokal r antara harakat
[ d}ammah u u
dan hurUf, tranSreerasm Ty OCTUPT YaouT Ty ot TTUTUT, yarto.
Tanda Nama Huruf Latin Nama
(s fath}ah dan ai adani
va>"’
S fath}ah dan wau au adanu
Cont 7 }
S kaifa
Ji&  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s ... |+ ... | fath}ah dan alif atau a> a dan garis di atas
i{;ls\r:elh danya>’ i> i dan garis di atas
j d}ammah dan wau u> u dan garis di atas
&4 L rama>
3 s gi>la

& yamus>tu
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4. Ta>’ marbu>tlah

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>" marbu>t}ah yang

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir

yang menggunakan kata sandang

marbu>t}ah itu ditransliterasi

engan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata
aan kedua kata itu terpisah, maka ta>"’

gkan dengan
sebuah perulangan

huruf (K

L ‘aduwwun

uf s ber-tasydi@llh kata dan didahul

ditranslitpnpn Elpﬂnnﬂadi i>.

uruf kasrah

&)

3% :‘Arabi> (bukan ‘Arabiy

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J\ (alif
lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

XViii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
()
Contoh:
M : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
‘djjﬁ : al-zalzalah (az-zalzalah)
& aicldll  al-falsafah
34 :al-bila>du

7. Hamzah
f (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terlet hamzah terletak di awal
kata, ia

8. i i S esia

istilah atau

atau kalimat

yang s onesia, atau
sering ( dalam dunia
salnya, kata

al-Qur’s al-Qur’a>n), alham , dan munagasyah. Na ila kata-kata

di bagiaMaanMR/E), maka itransliterasi

Secara

Al-Sunnah gabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (d)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:

XiX
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& 23> dimnulla>h A billa>h

Adapun ta>" marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

& %% 3+ hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis denganshuruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l|

Inna awwala baitin wud}i ‘a linna>si lallaz\i> bl Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Mungiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi‘sesearang. menggunakantkata: Ibnu (anak dari) dan Abu>
(bapak dart) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

saw. = stallalla>hu ‘alaihi wa sallam

XX



= ‘alaihi al-sala>m

Hijrah
Masehi
Sebelum Masehi

Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
Wafat tahun
QS al-Baqar

A<li ‘Imra>n/3: 4

13l
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang

wanita dengan tujuan membentuk ke (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang a dalam pasal 1 UU No.1 Tahun
1974 tentang Perkawin

Perkawinan dals

adalah akad
tah Allah,

Pasal 2

ku
nnya kan ibadah.
an an diatur dalam Pasal ‘Perkawinan

adalah pabil kan menurut hukum

at
manya dan
t

i at (2) mengungkapkan: i nan dicatat

ran perundan

perkawinan itu lah

merupakan nia Tuhan Y aha Esa dan

an buah iP ‘n n!mmnianak dian

bagai harta

emiliki hak

warisan.Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama

YJaenal Aripin, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Kencana, 2010),
h. 599.

2zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I11; Sinar Grafika, 2009), h. 7-8.
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setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya
pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Pembagian harta waris anak ini dlatur dalam QS. An- lea/4 11dan 12:

5l T3 7L (S o uw-’\“bdwf-*u pb-*—b‘d% A
L M\L;;:»jdﬁ;,;%wu@m»)MKQ;,éJ;uﬁ%
A OE of ERTGN6 L AR aJuiul OB 5 A BE o 15
b5 Y ;sjur ju;ip)\ e @af 4._,&5 .Quu,, c&w’\’ NG 55>

2y WS Gole p8 5 T 7 4,,4_,; Lwﬁu;\;_@;

‘o

5

Terjemahnya:

“Allah  mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar-hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana™.®

.UJ\J@JQL%QL; 'ﬂj;'GJUKJ/JQ|Vb-9)‘JJJLAM(’—C=’Jj§
E&"\,—eb Tﬁ)‘@\_}a&y%@ -va Q—“—-‘f&ﬂcﬁ‘rﬁ\ﬁ
F&f\.«.»&agﬂ;gb }blulé::db }gub-’v-’d‘)fj[-‘-‘

”;5,4 £EZ7 .. ~ >~ fw
...OW

s °‘f‘)‘ dhles & J>J \_)KOJ 535 Gt oo 30 o1 o

’é z

}lgﬂﬁ.@ﬁw)u.nj\_%“})[&ub M\L;é:;//)ﬁlﬁi/;-‘)‘

*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.
78.



P P Z c_ . - [T
- - 8ET . w7 _ v L PR =~ f ° .
Dol Zade dlly A e Bipl Slan 2 0y U“—ru@-"%&)-‘-’-’wuwé
Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang.saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang
demikian itu sebagai) syari‘at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Penyantun.’

Berbeda halnya dengan anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan
yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam namun tidak tercatat di
KUA, sehingga tidak memilikikekuatan hukumsPerkawinan di bawah tangan banyak
dilakukan di dalam masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
akibat hukum yang timbul.

Perkawinan yanggtidak memilikigkekuatanghukum memiliki dampak yuridis
terhadap hak-hak - pelayananpublik yangwseharusnyawdiberikan oleh instansi
berwenang.Anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan tidak dapat
memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum.Status suami atau isteri yang
melakukan perkawinan di bawah tangan tidak tercatat dalam daftar kependudukan,

sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak

*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 78.



apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak
warisnya.
Masalah anak yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan jika dilihat dari segi

hukum perdata tidak mudah untuk menentukan hak keperdataannya, jika

dibandingkan dengan hukum Islam kan hukum keputusan MK No. 46/PUU-

VI11/2010 Tentang Uji Mate an MK ini dapat memberikan
gambaran bahwa masi pedulian terhada ari nikah di bawah tangan
alat-alat teknologi. Dengan adanya bukti-bukti yang

dari status

-haknya. Hak-hak ana ilahi am nikah di
Putusan Mahkamah K

ermohonan Machica pencerahan

dila dari nikah di bawah tangan.

ini tentuny: at diterima saja karena

memberikan

kontra terhadap lah satunya,

n perkawina

ak terdafP namEilprA RE yang ber

awah tangan
melakukan
an MK No.
Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian di bidang
hukum kewarisan, khususnya berkenaan dengan Responsif Hakim tentang

Pemberlakuan Hukum Hak Waris anak luar nikah pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



(1))UU RI. No. 1 Tahun 1974 yang akan dilakukan di Pengadilan Agama
Watansoppeng.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,dapat dirumuskan problematika

pokok yaitu: Responsif hakim te berlakuan hukum hak waris anak luar

nikah pasca uji materil pas 1 tahun 1974 (Studi Pengadilan
Agama Watansoppen yang telah dikemukakan,
dapat dirumuskan s sebagai berikut:

Ayat (1) UU

im tentang pemberlak is anak luar

ril Pasal 43 ayat (1) un 1974 di

tansoppeng ?

43 Ayat (1)

waris anak

un 1974 di

1.4.1 Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang llmu
Hukum Islam dan memberikan konstribusi pemikiran serta dijadikan bahan

untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.
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1.4.2 Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pemahaman bagi
masyarakat baik berupa pembendaharaan konsep maupun pengembangan teori-
teori dalam khazanah studi hukum dan masyarakat.

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi

semua pihak, yaitu bagi m ada umumnya dan pemerintah pada

khususnya tentang p aris anak luar nikah pasca uji

PAREPARE
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1.5 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian sekarang yaitu dari

A. Selvi Ashari,®> dengan judul “S um Anak Dilahirkan dalam Nikah di

Bawah Tangan (Studi Hukum Islam dan Hukum
Nasional). "Hasil pe

unjukkan ba di bawah tangan dalam

tidak di yang rukun
dan sy: i tetap m Nasional
menghe : nan tersebut dicatatkan

haknya i ek persamaan yang dik né dalah sama-
sama dilahirkan dalam pern i ba gan. Namun
setelah S daan yang mendasar dapat da ian A. Selvi
Ashari ilahi A awah tangan

analisis i i ) an, studi ini

1) UURI P*n EPA(“TEerapkan p

°A. Selvi Ashari, “Status Hukum Anak Dilahirkan dalam Nikah di Bawah Tangan
(Perbandingan antara hukum Islam dan Hukum Nasional)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah:
Parepare, 2015), h. 60-61.
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahri,® dengan topik “Pembagian
Waris dalam Perkawinan tidak Tercatat (Studi Kasus Perkawinan Poligami di
Kelurahan Cipete Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek

pembagian harta waris pada perkawinan poligami tidak tercatat di Kelurahan Cipete

Selatan tidak melaksanakan hukum Is iruhnya, terlihat pada keluarga Bapak H.

Hasyim, H. Tabroni dan melaksanakan pembagian harta

warisannya tanpa me pembagian is )agi 2, seharunya mereka
mengikuti Kketentuan pemk Sl A iap istri tetap
bagian harta
perempuan

dah sesuai dengan ket akan tetapi

ek pembagiannya sam junakan 2:1

bahkan ta warisan untuk anak | anah, sawah
ataupu ain. eninggalan tidak semua be
dengan tanah, sawa
Terbukt i eluarga bapak H. Ja
san di Kelura pete Selatan

adalah

®Muhammad Fahri, “Pembagian Waris dalam Perkawinan tidak Tercatat (Studi Kasus
Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan)” (Skripsi Sarjana; jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah:
Jakarta, 2016), h.69.
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Alasan adanya tambahan pembagian harta waris untuk anak laki-laki adalah
dengan berdalil anak laki-laki mempunyai tanggungan yang lebih besar daripada anak
perempuan.

Perbedaan dari peneliti sebelumnya ialah penetili sebelumnya lebih kepada

pembagian warisan dalam perkawi poligami tidak tercatat studi kasus di

kelurahan Cipete Selatan, se ali ini lebih terkhusus kepada hak

inan di Bawah Tangan tara Hukum

/)" menyimpulkan bah g lahir dari

an, maka menurut h mempunyai

paknya. Sebab, anak yang | i syibhah saja

bnya kepada i ng termasuk
erselisihkan “bole > oleh para ulama. itu, nikah di

itu diangga g ringan. an menurut

data dengan

menurut hukum Islam, anaknya sah ‘dan mempunyai hubungan nasab dengan

bapaknya. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya tidak sah, karena nikahnya

" Ansar, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum
Pidana dan Ketatanegaraan: Makassar, 2017), h. 64.
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tidak sah, sebab tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.
Karena itu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya.

Persamaan dari peneliti sebelumnya ialah sama-sama meneliti mengenai hak

anak yang dilahirkan dalam perni awah tangan, sedangkan perbedaannya

yaitu penelitian dari Ansar um anak dalam pernikahan di
bawah tangan sedang pasca uji materil pasal 43

ayat (1) UU RI. No.

dinyatakan berlaku ji lam hal ini

t bahwa sebuah hukum dipaksakan,
seperti kita mengukur panja ; atu dengan
mengg : ur yang sudah baku. Demik a sua an dilakukan
secara g he . supaya suatu

hukum i : i ' agi manusia

atau s .Pe : i i an melalui

ditujukan demi
kesejahteraan umum, diundangkan oleh ia yang memiliki tugas mengelola

masyarakat.?

83astrapratedja, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas (Cet. 1;
Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 71.
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Agar hukum dapat berlaku secara efektif, dalam teori hukum dikenal adanya
teori keberlakuan hukum yaitu keberlakuan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
1.6.1.1 Keberlakuan filosofis yaitu, agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidaklah
bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak
boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah
hukum alam. Artinya, hukum berlaku jika sesuai dengan nilai-nilai filosofis
masyarakat.
1.6.1.2 Keberlakuan sosiologis yaitu kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya
diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan
menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. Artinya, hukum
berlaku apabila telah menjadi praktik di masyarakat.
1.6.1.3 Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut di buat melalui
prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya,
terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.®
Teori validitas suatu aturan hukum diperlukan karena validitasi aturan hukum
mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui eksistensi dari suatu aturan hukum.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat dari suatu aturan hukum.
3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dari para penegak hukum
terhadap kaidah hukum yang bersangkutan.
4. Untuk mengetahui apakah aturan hukum tersebut memang dimaksudkan

sebagai aturan yang mengikat secara hukum.

°Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri (Cet.1; Jakarta: PT Pustaka
Alvabet, 2016), h. 246.
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5. Untuk mengetahui apakah akibat hukum jika suatu aturan hukum tidak
diikuti oleh masyarakat.
6. Untuk mengetahui apakah perlu dibuat suatu aturan hukum yang baru yang

mengatur berbagai persoalan manusia.
.
7. Bagi seorang lawyer, jaksa, atau polisi untuk memprediksi kemungkinan
W
kemenangan kasus yang sedang ditanganinya.
AN .
8. Untuk mengetahui apakah ada ikatan-ikatan non hukum dari suatu aturan
r h
hukum, misalnya ikatan moral, ikatan agama, dan lain-lain. lkatan non
- |

ala ketentuan dan atura i garaan suatu
Negara. gala tindakan atau peril un penguasa

berupa ak didasarkan atau menyi berarti tidak

egara, yakni:
untuk diperintah,

dan meru

\Munir Fuandy, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam hukum (Cet. I; Jakarta: Kencana,
2013), h.124-126.

Adam Muhshi, Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama
Di Indonesia (Cet.1; Yogyakarta: PT LKIiS Printing Cemerlang, 2015), h. 18.
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Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh Loewenstein di dalam
bukunya Political Power and the Governmental Proce’s, bahwa konstitusi itu suatu

sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Setiap konstitusi mempunyai

dua tujuan yaitu:

idak semua
negara i rtulis atau Undang-Und
ristoteles adalah penyu suatu negara
dan me imaksud dengan badan Da akhir dari
setiap si merupakan aturan-atura us mengatur
negara aturan-atura -
1.6.3 ak Asasi Manusi
sasi Manusia ngkat hak elekat pada

beradaan P“EPARE Tuhan aha Esa dan
d

dilindungi

2Dahlan Thaib.et al., eds., Teori dan Hukum Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 23.

B3Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Cet.1; Jakarta Timur: Sinar
Grafika,2010), h.29.

Y“aditiah  Syaprillah,  Teori  Hukum  dan  Konstitusi,  http:/diditsyaprillah.
blogspot.com/2012/02/teori-hukum-dan-konstitusi.html (7 Juli 2018).
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harkat dan martabat manusia.**JikaHak Asasi Manusia(HAM) merupakan hak yang
diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia,
maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia

sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.

Hak Asasi Manusia (HAM dari Tuhan jika dirujuk dari sumbernya,

sedangkan hak dasar, asa )emerintah. Hak Asasi Manusia
(HAM) bersifat unive omestik. Fungsi Hak Asasi
Manusia (HAM) adalah mengawal hak dasar (legal
dan melekat
emiliki hak
g keabsahannya terjag is emanusiaan
jiban yang sungguh-sun ti, dipahami
dan be j uk memeliharanya. Ad rang berarti
tu “keistimewaan” yang m nan baginya

suatu ke g i u kewajiban

) berarti bah

v PO REEP A RE

suatu sikap suai dengan

>Adam Muhshi, Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama
Di Indonesia, h. 20.

*Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in
Democratiche Rechtsstaat) (Cet.l; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17.
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Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-
nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam
hubungan dengan sesama manusia."’

Pengakuan aktual atas hak-hak asasi manusia ada dua kelompok yaitu:

1.6.3.1 Pengakuan atas hak-hak sipi politik di dalam konstitusi demokratis,

seperti; hak atas kehi asan berpendapat, kebebasan dari

sosial, dan

s pekerjaan,

1.6.4 aga>s}id al-Syari>’ah

sHlah{ah adalah seperti baik artinya

maupu ngan kata), yaitu kali ama dengan

artinya alnya lafaz} al-manfa’at s 2 dengan al-

naf’u. yang dimaks ra’ (Allah) a ifat menjaga

kal, keturuna tuk mencapai kete nyata antara

akhluknya.™ yang menyat ahwa hukum

firman

berikut:

Y3imly Asshiddigie dan Hafid Abbas, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari
UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Kencana, 2005), h. 43-44.

'8sastrapratedja, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas h. 261
Rachmat Safe’I, llmu Ushul Figih (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.
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Terjemahnya:

“Sungguh telah datang
menerangkan. Deng
mengikuti keridhe
mengeluarkan
seizinnya da

aya dari Allah dan Kitab yang
emimpin orang-orang Yyang
n dengan kitab itu pula Allah
teZBang benderang dengan

ni magashid
dan al-s . i tujuan atau
artikan sebagai jalan Sedangkan,

syariah i adalah jalan yang di g membuat

manusig kehidupannya untuk m Tuhan agar
a dan akhirat.Jadi, dari defi atas Ikan bahwa

entuan Allah disyariatkan
Hd alSyammm dan peringka tidak sama.
dan fungsi
iliki fungsi
yang sanga ar ba akhluk, yang mana jika ’ ersebut tidak
terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (lam tajri

mas}a>lih{ al-dunya ‘ala> istiga>mah) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan

yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial (ikhtila>| al-nida>m fi al- ‘ummah)

°Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran,2013),h.110.
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dan kemaslahatan di akhirat yakni kemaslahatan dari siksa neraka tidak tercapai,
maka tujuan tersebut masuk dalam kategori maga>s}idd}aruriyyah.
Magashid dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (din), jiwa

(nafs), akal (‘agl), keturunan (nasab), dan harta (ma>l).

1. Memelihara agama (hifz}u al-di:

Memelihara agama annya, dapat dibedakan menjadi

tiga peringkat:?*
1.1 Memelihara ‘age

gkat primer,

, maka akan

i agama;

lam peringkat h}a>jiyy an ketentuan

d menghindari kesulit a dan qgasar

dang bepergian. Kalau ke Jilaksanakan

mempersulit

ti petunjuk
pelaksanaan

dan tempat.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga

peringkat;*?

*'Khairul Uman, Ushul Figih 1l (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128.

2A. Achyar Aminuddin, Ushul Figih 11 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120.
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2.1 Memelihara jiwa dalam tingkat d}aru>riyyah, seperti memenuhi kebutuhan
pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2.2 Memelihara jiwa dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti dibolehkannya berburu

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan

maka tidak mengancam e ehidupan manusia, melainkan hanya
mempersulit hidupn

ngkat tah}si erti ditetapkan tata cara

peringkat;

3.1 m tingkat d}aru>riyya n meminum

berakibat terancamnya

3.2 m tingkat h}a>jiyyah, enuntut ilmu
kan diri dari

ar. an

enjadi tiga

ariatkan nikah
dan dilarang berzina.
4.2 Memelihara keturunan dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti ditetapkannya

ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
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4.3 Memelihara keturunan dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti disyariatkannya
khitbah dan walimah dalam perkawinan.
5. Memelihara harta (hifz}u al-ma>l)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

5.1 Memelihara harta dalam tingke >riyyah, seperti syariat tentang tata cara

pemilikan harta dan a orang dengan cara yang tidak
sah.

5.2 Memelihara harta dalam ti ii operti te jual beli salam.

5.3 ketentuan
2.2.4
2.2.4.1 hukum kewarisan
onesia masih bersifat pl , kare ini berlaku
tiga sis san, yaitu Hukum Waris uku S Islam, dan

ata. Hukum dat meliputi

matrilineal beralih-alih atau bilateral.?®

23yrini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat (Cet.1l; Jakarta:
Kencana, 2005), h. 1.
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Kewarisan (al-miras) yang disebut juga sebagai faraid berarti bagian tertentu
dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur’andan Al-Hadits.
Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan

hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap

orang-orang yang masih hidup deng gian-bagian yang telah ditetapkan dalam
nash-nash baik Al-Qur’an da

Hak waris sese ak api keberadaannya didasari
pada _hak-hak yang telah

annya telah

kewarisan

meliput ubungan kekerabatan at h, ibu, anak,
cucu, ung, seayah, seibu, jua, adanya
suami istri meskipun bel l, atau telah

a iddah talak raj’I; ketiga, wala’ yaitu

ra bekas bud emerdekaka pabila bekas

budak k mempunyai ahli berhak menghabi eluruh harta
keempat, tuj I-mall yang pung harta

sebab-sebab

agama Islam

adalah nash atau teks yang terdapat di dalam Q.S An- Nisa ayat 7 dan ayat 33:

*Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Cet. I; Jakarta:
Kencana, 2011), h. 17-18.
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Terjemahnya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan baik sedikit atau banyak menurut

bapak dan
adikan pewaris-pewari jik orang-orang
mpah setia dengan mer pada mereka
hnya Allah menyaksik

arisan
nyai tiga rukun yaitu: Perta mewariskan

akni, orang 2dua; Orang
(Warits) yak arena sebab

laskan, meskipun arena suatu

secara < ruts) yakni,
peninggalan. Al-Mauruts dinamaka ga Mirats dan Irts, yaitu harta yang
ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab,

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung:CV Penerbit Diponegoro,
2010), h.78.
*®Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 83.
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warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain
karena bagian, ashabah, atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak
ada warisan.”’

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, ada tiga syarat

yaitu (1) kepastian meninggalnya ang mempunyai harta, (2) kepastian

ia, dan (3) diketahui sebab-sebab

tergantung
ik harta dan
kan pedoman untuk m pelaksanaan

netapan pemilik harta waris hidup

ntukan terjadinya kewar slam, berarti

ertujuan untuk menyelesaia asalah harta
hidup dalam
risan Islam

ng mungkin

warisan dari

seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:

?"Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu 10/Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul
Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346.

%7zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Cet. I1I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
h. 113.
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1. Hubungan perkawinan
Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika suami
meninggal dunia, maka istrinya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri

meninggal dunia maka suaminya mewarisi harta istrinya.

2. Hubungan kekerabatan (nasab)

Hubungan kekeraba darah atau hubungan keluarga.

Hubungan kekerabata bulkan hak jika salah satu meninggal

dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. tuanya meninggal

diri mereka
orang yang
ewarisi) di
Mubhajirin,
ama). adalah

mempengaruhi seseorang mempunyai hak dan kewajiban juga warisan.Hubungan

darah yang dimaksud dalam ayat di atas harus di benarkan menurut hukum, yaitu

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2008), h.418.
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wajib adanya suatu hubungan akad nikah yang sah.Berawal dari adanya perkawinan
yang sah maka terdapat pula hubungan darah yang sah menurut syara’.*
3. Wala’ (pemerdekaan budak)

Wala’ yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam,

karena tuannya telah memberikan k an hidup merdeka dan mengembalikan
hak asasi kemanusiaan kepac
4. Hubungan sesama

slamdimaksud disini terjadi apabila seseorang yang
diserahkan

digunakan

emikian, harta orang | punyai ahli

waris it Islam.%t
2.2.5

2251

rdata menya dalah anak ahirkan dari
ang sah ant sal 42 UU

h anak yang
dilahirk insip bahwa
keturun g dimaksud
adalah ana punyai ayah dan

ibu.lbunya adalah yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkan

®|rwanto, Nasab dan Kewarisan Anak Di Luar Nikah (Anak Zina Perspektif Hukum Islam),
irwantokrc.blogspot.com/2015/05/nasab-dan-kewarisan-anak-di-luar-nikah.html?m=1 (19 Desember
2018).

L Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Edisi kedua (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), h.
178-199.

*?Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. I11; Jakarta: Kencana, 2017), h. 149
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dia dalam hal inseminasi buatan (kunstmatige inseminatie) dengan semen siapa anak
itu dibenihkan.
Bilamana seorang anak mempunyai ayah atau ibu yuridis, maka terdapatlah

hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya itu.Hubungan hukum

kekeluargaan ini dapat menunjuk; i yang berbeda-beda. Hubungan yang

paling kuat ialah antara an tuanya, misalnya seorang anak
yang dilahirkan dari h dapat di lihat sebagai
berikut:

2.2.5.1.

ng lahir sesudah 6 bul ikah, adalah
yahnya tidak mengakui
rang ang lahir sesudah bubarn ikah ah sah, jika
r:
Dalam jangka wa menurut hitungan b

Dalam jangk ukum hanafi.

Dalam jaP(Aan EIP AaRtEm syafi’l

anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak
berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang
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wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam
ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.
Secara praktik hukum perdata pengertian anak luar nikah ada dua macam,

yaitu (1) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan

perkawinan yang lain, kemudian m kukan hubungan seksual dengan wanita

atau pria lain yang mengaki irkan anak, maka anak tersebut

dinamakan anak zin luar kawi ila orang tua anak di luar

kawin itu masih sa ungan seksual dan hamil
serta m Ja keduanya
adalah ikah, dalam
akta pe tumkan pengakuan di p
lam di Indonesia yang es Nomor 1
Menteri Agama No tkan bahwa
luar nikah hanya dapat pria yang
. Perkawina akan tanpa
ita itu melahi tersebut itu
ak tersebut 0. 1 Tahun
inan hanya
dukan anak
pai sekarang
Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.

Hukum Islam juga menetapkan anak di luar kawin adalah (1) Anak
mula’anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li-an oleh

suaminya. Kedudukan anak mula’anah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia
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tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-/i’an, tetapi mengikuti nasab ibunya
yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan
lain-lain, (2) Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki

yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.*®

2.3 Tinjauan Konseptual
2.3.1 Responsif

enanggapi, cepat tanggap,

njadi hakim
dalam menggugat dalam bidan
r Bahasa Indonesia (K orang yang

engadilan atau Mahka 8 Undang-

undang 81 (KUHAP) menyatakan : “Ha alah pejabat

peradila -undang unt adili.”

2.3.3

memberlakuk

PAREPARE

Abdul Manan, Aneka Masala Perdata Islam Di Indonesia (Cet. I; Jakarta:
Kencana, 2006), h. 80-83.

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. IV;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1170.

*Basiq Djalil, Peradilan Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 23.

*y/iswandro,.dkk, Mengenal Profesi Penegak Hukum (Cet.1; Yogyakarta: Medpress Digital,
2015), h.157.

¥"Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 775.
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2.3.4 Hukum
Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur
tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau Norma itu berupa

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan norma

yang dibuat dengan cara tertentu da an oleh penguasa.®®
2.3.5 Hak waris
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya

tergantung kepada diri sendiri.** Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki

pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan
I —

untuk berbuat sesuMena telah ditentukan OIMang-undang, aturan, dan
I w
sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat
% Sedangkan waris adalahberpindahnya sesuatu dari seseorang kepada

I

iy

atau martabat.

orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa
I

ng dilahi ngan antara

awinan terse

PAREPARE

kum dan Tata

*Rinny Agustina, Pengertia Hak dan Kewajiban, http://rinny-
agustina.blogdpot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1 (5 Juni 2018).

**Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 474.

*'Mushlihin Al-Hafizh, Pengertian Waris Menurut Al-Ou’an,
www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-waris-menurut-al-guran.html?m=1 (20 September
2018).

*2Wahyu Kuncoro, Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga (Jakarta:
Raih Asa Sukses, 2010), h. 213.
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2.3.7 Pasca artinya sudah, sesudah.®
2.3.8 Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan
ketahanan dan sebagainya).**

2.3.9 Materil yaitu bersifat fisik (kebendaan).*

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akuan hukum, teori konstitusi
danteori hak asasi dan teori mas 20ri Hak Asasi Manusia
(HAM)merupakan hak e i : ahi bersumber dari
jai manusia,
usia sebagai

Negara. Jika dikaitk Mahkamah

1/2010 pasca uji materi i bagaimana
g yang dapat menjadi d dasar yang
ara tanpa adanya diskrimin
aslah{ah ad g dimaksud
, keturunan,

*Haryanto.,dkk, Metode Penulisan dan Penyajian Karya llmiah: Buku Ajar Untuk
Mahasiswa (Jakarta: EGC, 2000), h. 36.

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1518

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 888
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Teori konstitusi menjelaskan bahwa agar kiranya hakim atau pemerintah dapat
menerapkan aturan-aturan dimasyarakat supaya mereka dapat mendapatkan hak-
haknya terutama hak waris anak di luar nikah.

Teori keberlakuan hukum menjelaskan bahwa aturan hukum dapat di

berlakukan di masyarakat, aturan h dibuat melalui prosedur yang benar dan

tidak bertentangan denga menggunakan teori ini dapat
dilihat apakah hakim l. No. 1 Tahun 1974 atau

hakim hanya berdase pada Pasal 43 tanpa akukannya. Sebagaimana
Secara buat bagan

kerangk

PAREPARE
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Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil
Pasal 43 Ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974

v
Studi Pengadilan Agama Watansoppeng
v
Teori Teori konstitusi Teori Hak Asasi
keberlakuan Manusia
Keberlakuan 1. Membatasi kewenangan 1. Mengawal,
filosofis pemerintah. menjamin dan
. Keberlakuan 2. Menjamin hak-hak yang memperoleh  Hak
yuridis diperintah. I(AI\—'IS,%:SI{A) Manusia
Ket_)elr lakuan 3. Merumuskan 2. Teori Mas}lah{ah{
sosiologi pelaksanaan kekuasaan yaitu memelihara
yang berdaulat keturunan atau
nasab.

Y
Responsif Hakim

v

4

A

Tidak diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Tidak ada perkara di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dapat diberlakukan tetapi dengan melalui banyak pertimbangan.
Anak yang lahir di luar nikah hanya memperoleh hak keperdataan
biasa dari ayah biologisnya, seperti hak pendidikan, dll.

Pembagian hak waris anak luar nikah terlebih dahulu harus di
itsbatkan untuk pernikahan yang sesuai hukum Islam.

Itsbat yang dilakukan di Pengadilan harus ditetapkan secara hati-
hati.

Pengesahan itsbat nikah tidak berlaku surut terhadap anak yang
lahir di luar nikah.

N o hobdbE




BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode

pelaksanaan penelitian adalah b ang menggunakan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif merupa ang sistematis untuk memberi

gambaran secermat esponsif haki pemberlakuan hukum hak

waris anak pasal 43 Ayat (1) UU R ahun 1974 di Pengadilan

tan teologis
ormatif yaitu merujuk hadist yang
is anak. Penelitian teol ihat dari sub

imana akan dihubungka t (1) UU RI.

an, Penelitian teologis so hat keadaan

sosial d i abi dibandin engan yang

Waktu Pen

enelitianPA R E PA R E

anelitiaan ini

3.2.2 Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan

lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

32
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3.3 Fokus penelitian
Adapun menjadi fokus penelitian ini adalah:
3.3.1 Untuk mengetahui hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 Ayat

(1) UU RI. No.1 Tahun 1974

3.3.2 Untuk mengetahui respon tang pemberlakuan hukum hak waris

anak luar nikah pa t (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974
di Pengadilan
3.4 Jenis dan Sum

8 primer dan

data yang diperoleh p ertama, dari

diolah dan diuraikan enelitian ini
yang dat er adalah data yang di | interview
pengamatan i mentasi. data primer

nsoppeng.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung
serta melalui media perantara yang berkaitan dengan objek peneliti. Dalam hal ini

data sekunder diperoleh dari:

*Zzainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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1.  Kepustakaan (buku-buku, Skripsi).
2. Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis online)
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama peneli lah mendapatkan data-data konkretyang

ada hubungannya dengan Adapun teknik yang digunakan
dalam mengumpulka

3.4.1 Observasi

peneliti g di at dihitung, dan dapa ( Servasi yang
dilakuk i servasi partisipan.*’ Yai i akukan oleh
peneliti agai anggota yang b kehidupan
masyare i ian. Dalam hal ini penuli i ng sebagai
pengu ta dengan u pengamat adap objek

peneliti para Hakim tansoppeng.

iew tentang
berbaga Pengadilan
Agama eng, dalam penelitia o angan peneliti, sehingga data yang
di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah

berupa pedoman wawancara, dimana peneliti menyiapkan beberapa poin pertanyaan

*"Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012),
h. 38.
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untuk  menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan
penelitian ini. Salah satu aspek wawancara yang terpenting sifatnya yang luwes.
Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakankeberhasilan

wawancara, sehingga memungkinkan di peroleh informasi yang benar.*

Peneliti mengadakan wa ang bertujuan untuk mendapatkan

informasi tentang pembah asumber dengan peneliti selaku

pewawancara dengan enai hak waris anak luar

kan suatu cara pengu

g berhubungan dengan yan ti, sehingga

ngkap, sah dan bukan kan an. Menurut
de dokumentasi yaitu me ata ai hal yang

transkip, bu an agenda.

akan meng umen serta

ermasalahan

PARE
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3.5 Tek alisis DatPA R E

elitian yang
sangat pe ak manfaatnya
terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir

penelitian. Dalam analisis dipisahkan antara data terkait (relevan) dan data yang

*83asmoko, Metode Penelitian (Jakarta: UKI Pres, 2004), h.78.
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kurang terkait atau sama sekali data yang tidak ada sama sekali kaitannya.*® Analisis
data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari
kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan

fenomena yang bersangkutan.>
Teknik analisis data enelitian ini adalah analisa yang
bersifat kualitatif, ma

adalah penelitia hanya berdasarkan pada

fakta yang ditemt itie emudian dipaparkan dalam

enulis n

351A i tu teknik yang dilak nalisis atau

n menarik kesimpulan sikap yang
rkan fakta-fakta yang b

352 A itu teknik yang digunakan data dengan

ngo No.09,
Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah Watansoppeng secara resmi, terlebih dahulu pemuka

agama (tokoh masyarakat) Kabupaten Soppeng yang terlebih dahulu memeluk agama

*Joko Subakyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004), h. 104.

%05aifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
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Islam merasa perlu membentuk Lembaga sebagai tempat penyelesaian permasalahan
yang timbul di tengah-tengah masyarakat baik yang menyangkut ibadah maupun
menyangkut persoalan muamalah. Maka dibentuklah lembaga Syara’ / Qadhi pada
tahun 1609 yang dipimpin seorang Qadhi yang menangani perkara-perkara yang
bertalian dengan hukum Islam seperti‘Nikah,Talak, Rujuk, Warisan dan sebagainya.
Qadhi-gadhi yang pernah memimpin Penghulu Syara’ di Kabupaten Soppeng
adalah shb :
3.6.1.1 Tuan Awa’
3.6.1.2 H. Usman
3.6.1.3 H. Ismail
3.6.1.4 H. Usman
3.6.1.5 H. Made Ali
3.6.1.6 H. Usman
3.6.1.7 Sayyid Muhsen
3.6.1.8 H. Daud Ismail
3.6.1.9 H. A. Tahir Usman
3.6.1.10 H. Muh. Zainuddin
Qadhi-Qadhi tersebut tersebut pada umumnya berkantor di rumah kediaman
masing-masing atau serambi-serambi mesjid. Peralihan dari Lembaga Penghulu
Syara’ menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Watansoppeng terealisasi pada tahun 1963 vyang dipimpin oleh K. H.
Suaib berdasarkan Surat Keputusan  Kepala Jawatan Peradilan Agama

Makassar Nomor : Ac/8/10/1236 Tanggal 12 Agustus 1963.
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Pengadilan Agama Watansoppeng awal terbentuknya berkantor di Jalan
Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan status
menyewa. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Watansoppeng
mendapat hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, berupa tanah seluas
2.732 M?untuk pembangunan gedung kantor, di Jalan Kemakmuran Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng. Gedung Kantor Pengadilan Agama yang dibangun
diatas tanah hibah seluas 2.732 M? tersebut. Terdiri dari 3 bangunan yakni :

a. Gedung | seluas 200 M? dibangun tahun 1980
b. Gedung Il seluas 104 M? dibangun tahun 1988
c. Gedung Ill seluas 96 M? dibangun tahun 2005.

Ketiga gedung Kantor Pengadilan Agama tersebut sekarang dijadikan rumah
dinas oleh pegawai/karyawan Pengadilan Agama Watansoppeng. Pada tahun 2008
Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat anggaran belanja modal dari Mahkamah
Agung RI, luas 2.657 M?terletak di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabatarilau
Kecamatan Lalabata. Pada tahun 2009 mendapat anggaran pembangunan kantor dari
Mahkamah Agung RI luas 782 M? yang terdiri dari dua lantai yang ditempati hingga
sekarang. Adapun bangunan dua lantai itu terdiri atas beberapa ruang antara lain :

Lantai |
a. Ruang Pendaftaran
b. Ruang Informasi
c¢. Ruang Panitera/Sekretaris
d. Ruang sidang 2 ruangan
e. Ruang Mediasi 1 ruangan

f. Ruang Tunggu dengan fasilitas TV, Air Mineral dan Koran
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g. Kamar Mandi
h. Ruang menyusui
i. Ruang Aula

Lantai Il

a. Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua

PAREPARE

Mushollah
Adapun Pejabat Yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama

Watansoppeng, adalah sebagai berikut :
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No. Nama Lamanya / Tahun
1. K. H. Suaib 1963 — 1968

2. K. H. Najamuddin Tahir 1968 — 1978

3. K. H. Harun Rasyid 1978 — 1982

4, 1982 — 1986

5.

6.

7. D

D
D idwan L, SH.,MH
D man S, SH
D te SH, MH
D

itti Nurdaliah, MH

Misi Penga'
VISI MISI

ujudnyaPA.nElM RaEm yang ¢ na, cepat,

Indonesia Yang 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur

Agung Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan
pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan tertib administrasi

dan manajemen peradilan yang efektifdan
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efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen
peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5 tentang Peradilan Aga

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No.
1 Tahun 1974.

Anak-anak yang dilahirkan o awinan siri dianggap sebagai anak diluar

kawin (dianggap tidak sah nak hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ayahnya

tor Catatan

Sipil. tersebut di
dalam idak tertulis
nama a
h anak yang
lahir da i an dan status
secara Tidak adil ji anak hanya
oses perkawi ah memiliki
apa untuk me inan terlebih
dahulu
erintah. Jika
Kita ing akukan capaia ; : ; A kita perlu

memberikan dukungan kepada lembaga agar lebih produktif. Meskipun demikian,

>'Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU
Terhadap UUD (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 213.
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diperlukan adanya pembatasan kewenangan sehingga hakim-hakim tidak dapat
semenah-menah dalam memberikan suatu putusan.

Legalitas hubungan darah (alamiah) antara anak dan ayah biologisnya menjadi
hubungan hukum (keperdataan), yang sudah barang tentu dengan berbagai
implikasinya, seperti hak dan kewajiban;. hubungan nasab, mahram, kewarisan,
perwalian dan sebagainya.Pokok pikiran utama yang melandasi putusan ini yang
merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pada dasarnya adalah “tidak
tepat dan tidak adil"jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan
seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari
tanggung Jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum
meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.>®

HakimPengadilan Agama WatansoppengBapak Yunus dalam wawancara

mengenal hak waris anak luar nikah :

“Hukum Islam  membingkai perkawinan sah dalam upaya memelihara dan
melindungi nasab atau keturunan yang sah apabila telah terpenuhi menurut
hukum Islam (Figh). Sedangkan menurut hukum positif UU RI. No.1 Tahun
1974 dan KHI kedudukan anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan
keperdataan dengan ibunya dan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan
ibunya karena tidak dicatatkan. Sehingga anak yang lahir itu bukan anak yang
sah/dan bukan dari perkawinan yang sah”.

Dari hasil wawancara.yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan
Agama Watansoppeng menyimpulkan, bahwa dalam hukum Islam itu perkawinan
yang sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan adalah perkawinan yang sah, anak

yang lahir dari perkawinan yang sah berhak mendapatkan warisan dari ayah

>?Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU
Terhadap UUD, h. 216

*Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), wawancaradi Pengadilan Agama
Watansoppeng (25/10/ 2018).
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biologisnya namun apabila anak itu lahir dari pernikahan yang tidak sah maka anak
luar nikah tidak berhak mendapatkan hak kewarisan dari ayah biologisnya namun
hanya bisa mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibunya saja. dan menurut

hukum positif untuk bisa ditetapkan bahwa anak luar nikah bisa mendapatkan

warisan, selain dia anak yang lahi rkawinan yang sah, perkawinan orang
tuanya pula harus dicatat tkan hak-hak anak luar nikah

harus dicatatkan perni

ukum dan

_________ an yang tumb hidup di

ayat (1) 1 974 tentang

enurut pasa

alah ¢ ila dilakukan menurut asing g agamanya

dan ke annye maksud dengan huku J-mas amanya dan

a itu uk ketentuan perundang gan

anya'dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bert N atau tidak

dalam Unda ndanc

ar kawin berhak terhac arta warisan dari i yang harus

gkan.Namun

diperhit oleh keturunan lainnya dan tidak dapat dikes

n pembadiannva “ditlasa nada “kefélaan ata sanaan dari

pember

keingin dengan hak
waris anak luar kawin pada pembagian harta milik bapak biologisnya adalah
keberatan dari keturunan lain yang berkedudukan sebagai anak sah dari pihak bapak
biologisnya.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal

23 Oktober 1961 menyatakan, bahwa berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan
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umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam
beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di
Indonesia, bahwa anak-anak luar nikah dan anak-anak sah dari seorang peninggal

harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian

seorang anak-anak sah adalah san ngan bagian seorang anak luar kawin.
Sehubungan dengan put itusi Nomor 46/PUU-VI11/2010
tertanggal 17 Februari 3 nk ang bagi anak luar kawin

diduga sebagai

Konstitusi

Nomor terlihat adanya peruba luar kawin

dalam kedudukannya sebagai an anak luar

kawin isprudensi dan putusa tusi Nomor

46/PU sebagai ahli waris ha dari bapak

anak luar

kawin @ i i ekuatan dari
luar, ya

diperintah,

ukan norma

hukum y jenis-jenis

peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya. Untuk dapat menuangkan norma

hukum tersebut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, penting

**Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2018), h. 87-88.
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memerhatikan materi muatannya. Pentingnya pemahaman dan ketentuan tentang
jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan ditunjukkan pula
dengan adanya salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik. >

Merumuskan pelaksanaan ang berdaulat diperlukan perencanaan

hukum sebagai bagian dari hukum harus dilakukan dengan
memberikan berbagai masyarakat yang dilakukan
secara terpadu dan produk hukum
yang d bangsa, dan

negara

itu kemudian keluarla Konstitusi
No. 46 eluarkan pada tanggal berdasarkan
ang-undang perkawinan ang diajukan
oleh Ai s Machica Mochtar. Mac : pertanyakan

074 tentang
t peraturan
menetapkan
1i hubungan
ut, pemohon
merasa pengesahan

status hukum bagi anaknya Muhammad Igbal yang merupakan hasil hubungan dari

*Maria Farida indrati, Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan.http//scholar.google.com/scholar?g=related:jucJEilFw98:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=
0,5#d=gs_gabs&u=%23p%3DjucJEilFw98J

**MD Mahfud, Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia: Jurnal Hukum 1US QUIA
IUSTUM 16 (3), 291-310, Vol 16, No.3.
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perkawinan sirri. Keadaan ini bertentangan dengan konstitusi, yakni Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat (1) yang
menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan

bahwa: “Setiap orang berhak atas pe an, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hokum yang adil serta per pan hukum”.Ketentuan Pasal 43

dalam uji
materil. pokok permasalahan anak yang
dilahirk i wah tangan yang dise ka genai (legal
ang di lahirkan di luar p memperoleh

yang lebih luas perlu dija la pe ahan terkait,

miah, tidakla jkin seorang

ra ovum da atozoa baik

elalui cara berdasarkan

karena itu,

hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya adalah tidak tepat dan tidak adil

pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

*"Muhammad Roy, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1
Tahun 1974 tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi
(Dekonstruksi Undang-undang Hukum Islam): Jurnal Al- Mawarid, Vol. XII, No. 1.
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menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-
hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala

berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan

bahwa seorang anak itu merupakan a i laki-laki tertentu.>®

Akibat hukum dari ahiran karena kehamilan, yang

didahului dengan hub sual antara seora puan dengan seorang laki-
ak dan kewajiban secara
Berdasarkan

dak semata-

perkawinan, akan tet
an darah antara anak d i-la ebut sebagai
lepas dari soal prosedur

s mendapatkan perlindunga k demikian,

gikan adala yadahal anak

berdosa karena : Anak yang
n perlakuan
us memberi
anak yang

ang dilahirkan

meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.>

*®Badriyah Khaleed, Mekanisme Judicial Review (Yogyakarta: Medprees Digital, 2014), h.
101-102.

>°Fikri, “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”
(Desertasi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum Islam, 2014), h.185-186.
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Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1)
UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya sert laki-laki sebagai ayahnya yang dapat

dibuktikan berdasarkan il ologi dan/atau alat bukti lain

menurut hukum me ungan darah ubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.”

ka dalil para
1974 tidak
dapun Pasal 43 ayat (
luar perkawinan hany. i gan perdata
ibunya” adalah bertent nga 1945 secara
unconstitutional) yakni in usio anjang ayat
nai menghil

ta dengan la yang dapat

dasarkan ilmu pe nologi dan a

. 60
mempunyai ”

keluarnyp*nl\E PK/RLE’I 11/2010 t perubahan

ayahnya.

Mahkamah Konstitusi tersebut mengundang kontroversi, ada beberapa pihak yang

%%Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kutipan Putusan MK No.46/PUU-VII11/2010
Perihal Pengujian UU RI.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD RI.Tahun 1945 bagian
3.13-3.15.
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menganggap putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan jaminan dan
perlindungan terhadap anak di luar perkawinan resmi.
Hakim Pengadilan Watansoppeng Bapak Syamsul Bahri dalam wawancara

mengenai hak anak luar nikah:

pembagian warisan, di Konstitusi ini dalam putusannya
ini sangat membela r nikah sedangkan hak anak
ini rbagi disebabkan adanya
unyai hubungan perdata

Pengadilan

h Konstitusi

itu mas debatan karna adanya pembagian

Konstitusi sangat me nikah yang

ng sah karna hak anak jan hak anak

luar ni nya anak yang lahir di endapatkan

sedikit sah yang lahir ikah hanya

mendap itu tergantung kese dari orang

tuanya ditetapkan
bagian

MK)Nomor

46/PU an di luar

perkawinan”, frasa “di luar Perkawinan” sangat berbeda maknanya dengan frasa

“tanpa perkawinan”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir

®'Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).
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dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya
tetapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor catatan Sipil merupakan anak yang sah
secara formil. Sedangkan anak yang yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya

atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa

adanya ikatan perkawinan merupake ang tidak sah secara materil juga tidak
sah secara formil (anak zina

Diantara pro ¢ putusan Mahka itusi tentang hak anak di
luar kawin, Mahkamah Agung menegaskan hak tersebut tidak disebut sebagai waris,
puan ayah
akuan hukum positif gai perintah
rsifat kontraris terhada jika hukum
uk kepentingan masyar rnyata justru

m pelaksanaan keberlaku makz arnya yang

aku bersifat
sarnya telah
hukum ini
pengarahan
onal, namun
sekaligus juga memberikan kebebasan.®®

HakimPengadilan Agama WatansoppengBapak Yunus dalam wawancara

mengenai kedudukan anak di luar nikah:

82gastrapratedja, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,263-264
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“Anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan
kepada ibunya dan juga ayah biologisnya sebagaimana keputusan
MahkamahKonstitusi (MK), akan tetapi tidak serta merta hak keperdataan yang
dimiliki anak termasuk hak waris dapat diberikan, karena untuk mendapatkan
hak kewarisan dalam hukum Islam itu harus ada hubungan nasab, akan tetapi
untuk pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan, terdapat dua kemungkinan
anak tersebut mendapatkan warisan, kemungkinan yang pertama, anak tersebut
mendapat warisan apabila pernikahan orang tuanya dapat diisbatkan, dan yang
kedua anak luar nikah tersebut tidak mendapatkan warisan apabila pernikahannya
tidak diisbatkan.”®

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan
Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan hak kewarisan
dalam jhukumgglsiameuitussharusy,.ada hubungangsnasabssdanggharus, diitshatkan
perkawinannya. Anak yang lahir di luar nikah bisa saja mendaptkan warisan dari ayah
biologisnya apabila ada bukti bahwa dia adalah anak yang sah dari orang tuanya dan
pernikahan orang tuanya sudah dicatatkan, kalau belum tercatat maka anak itu tidak
berhak hak kewarisan dari ayahnya.

MahkamahKonstitusi memandang adanya seorang anak pasti ada seorang
laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir.Maka, tidak adil jika
hanya perempuan yang menanggung/ kewajiban untuk memenuhi hak anak
tersebut.Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut
bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak  tersebut.Putusan
MahkamahKonstitusi ini:menegaskan.adanya hak=hak-keperdataan anak yang harus
dipenuht oleh laki-laki sebagai bapak bielogisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu
pengetahuan.

Dengan diakui status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara

otomatis anak luar kawin ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang

®M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancaradi Pengadilan Agama
Watansoppeng (25/10/ 2018).
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menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua
kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah
menurut agamanya masing-masing. Kelompok kedua, adalah anak yang dilahirkan

tanpa ikatan perkawinan.

Terhadap anak kelompok pertama, Mahkamah Konstitusi (MK)

memberikan hak keperdata engan hak nasab ini maka anak

juga mendapatkan ha ak perwalian, asuhan (hadanah), dan hak

waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kategori kedua, hak yang diberikan

ng diberikan oleh Mah
kedua ini hanyalah ha

yah biologisnya. jika anak aka dia bisa

biologisnya ersebut. Jadi

amah Konsti kali dengan
yang menghu )ada ibunya,
k yang lahir
dengan hak
Pasca keluarnya putusan MK R1 No. 46/PUU-VI11/2010, hubungan hukum
bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah biologisnya semakin jelas, hal ini terlihat
dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin

bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang
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anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI
yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (anak luar nikah) tidak diakui dan
hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan MK untuk

mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah

meninggal melalui wasiat wajibah.
Dengan putusan mpertegas kepastian hukum dan

perlindungan hukum ¢ jungan antara a awin dengan ayah biologis
hidupan kepada
nafkah bagi
bu dari anak
harus ditanggung bersa dari si ayah

asH tu diantaranya memel lam tingkat

sepe yariatkan nikah dan dilar g tua yang

bungan su rkawinan t

akan berdam ya. Namun, perka ang sah dan

A itu akan

ena anak P*rnaEaPNRIEnia itu me

adap anak te

kadar
melindunginya. Secara umum hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya

ada lima, yaitu: Hak nasab, hak nafkah, hak hadanah, hak perwalian dan hak waris.

®4Syamsul Bahri dan Citra Maulida, Analisis Status Anak Luar Nikah Pasca Lahirnya Putusan
MK RI No. 46/PUU-VI11/2010 : Jurnal Al-Murshalah, Vol. 3, No.1 .
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Hak-hak tersebut bersifat umum, jadi ini berlaku bagi anak sah maupun anak
yang tidak sah. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berkewajiban
memenuhi hak tersebut. Anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya,

maka yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak ini adalah ayah dan ibunya. Akan

tetapi bagi anak luar kawin, karen nanya memiliki hubungan nasab dengan

ibunya, maka yang berkew ersebut adalah ibunya. Dalam

npat hak dasar, yaitu: hak

dapat dalam

arus mampu

elenggaraan hak-hak a 1 (pasal 42);
idikan (pasal 48); sosi erlindungan
Khusus ndang-undang perlindun umum, jadi
hak ters : an kepada semua anak, bai aupun anak
yang la i i ik hak tersebut
dan ana i i biologisnya

®*Muhammad Arifin, Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Download.portalgaruda.org/article.php?article=498908&val=10222&title= (4 Januari
2019).
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4.2 Responsif Hakim tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar
Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 di
Pengadilan Agama Watansoppeng.

Peradilan adalah salah satu pranata (institusi) dan memenuhi hajat hidup

anggota masyarakat untuk menegak m dan keadilan.Sedangkan Pengadilan

merupakan suatu organisasi an penegak hukum dan keadilan
tersebut.®®Peradilan ara peradilan  khusus  di
Indonesia.Dikatakan peradila adilan Agama mengadili perkara-
dilan Agama

pidana dan

lam di Indonesia, dala erdata Islam

ruh perdata Islam.

segi kelembagaan sosi jengan baik,

I pembentukannya mengala erap gan. Hakim

penghulu orang yang

)a masalah aan dalam

pengawasan PPN.Perkawinan dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai

kekuatan dan kepastian hukum.Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah

®Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung,
Rosdakarya, 1997), h. 36.
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yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.Dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Itsbat nikah dapat saja dimohonkan untuk mendapat keabsahan nikah di
bawah tangan sepanjang perkawinan yang akan diitsbatkan memenuhi rukun dan
syarat menurut hukum Islam.Akan tetapi, sepanjang dengan tujuan menyangkut hak
kewarisan pasca adanya uji-materil MK No.46/VI11/2010 para Hakim di Pengadilan
Agama Watansoppeng merespon hak waris anak pasca uji-materil pasal 43 ayat 1 UU

RI No. 1 tahun 1974, Yunus menjelaskan dalam wawancara:

“Kaitan dengan pasal 43 ini dengan putusan MK bahwa, anak yang lahir diluar
nikah hanya berkaitan dengan kewarisan kepada ibunya dan ada hak keperdataan
anak terhadap ayah biologisnya.Ada 3 hal yang perlu diketahui tentang
kewarisan adalah (1) ada hubungan nasab bagi orang yang berkedudukan sebagai
pewaris, (2) ada yang di tinggalkan / warisan (3) ahli waris. Anak yang lahir
diluar nikah tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya karena
tidak ada bukti pernikahannya, jadl hak yang dimaksudkan disini adalah hak
perdata lain saja bukan kewarisan.”®

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan
Agama | Watansoppeng menyimpulkan bahwa yang menyebabkan anak bisa
mendapatkan warisan adalah ada buktijbahwa anak tersebut memiliki hubungan
nasab dengan yang meninggal./Jika tidak ada ‘'maka anak itu hanya mempunyai
hubungan kewarisan dengan ibu dankeluarga ibunya saja.

Pasal 43 pasca uji materil"adalah anak:. yangilahir di luar pernikahan hanya
mempunyal hubungan perdata dengan ibunya saja, setelah di keluarkan putusan dari
Mahkamah Konstitusi maka anak yang lahir diluar pernikahan juga mempunyai

hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan

*”Yunus, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (25/10/ 2018).
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ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata

karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dapat didasarkan kepada

pembuktianyaitu pengakuan dan per adanya hubungan darah antara anak

dengan ayah biologisnya, de ikan adanya hubungan biologis
antara anak dengan bs gis berdasarka jetahuan, misalnya melalui
tes DNA. Namun de apabila ada penyangkalz genai anak luar kawin ini
dari anz : tetap perlu
ebut sebagai

alan prosedur/administ setiap anak

ngan hukum, jika tida g dirugikan

ng tidak berdosa karena sebut  diluar

akan mau

yang tidak a adap status

ang dilalpwnaE?naRyE secara o

5 berdampak

nya masih

Selanjutnya Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng,

menjelaskan;

“Hukum kewarisan itu ada hukum tertentunya, yang bisa dianggap ahli waris
yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Boleh saja dia mewarisi jika ada
penetapan dari pengadilan yang mengatakan bahwa dia anak yang sah, jika tidak
ada yang menyatakan anak tersebut adalah anak yang sah kemudian anak

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



59

tersebut dikatakan bisa mendapatkan warisan maka, anak itu tidak bisa
mendapatkan warisan tetapi dia hanya bisa mendapatkan dalam bentuk hibah,
hanya pemberian, jadi anak yang lahir di luar nikah hanya bisa mendapatkan
warisan dari ibunya sajGa kemudian dari ayah biologisnya dia hanya bisa dapat
hak keperdataan biasa.” 8

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan
Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam yang bisa dianggap
ahli waris yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bisa mendapatkan warisan
apabila ada penetapan-dari hakim pengadilan yang menyatakan bahwa dia adalah
anak yang lahir dari‘perkawinan yang sah. Jika tidak ada bukti bahwa dia anak yang
sah maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya
melainkan hak keperdataan saja seperti wasiat.

Anak yang lahir di luar nikah bisa saja mewarisi apabila ada penetapan dari
pengadilan yang mengatakan bahwa dia adalah anak yang sah. Jika tidak ada maka
anak itu tidak dapat mewarisi, hal ini resiko dari sebuah perkawinan yang tidak
dicatatkan karena, dalam Islam status seorang anak ditentukan oleh dua hal; status
pernikahan kedua ibu bapaknya.dan adanya-penolakan atau diakui atau tidak
diakuinya seorang anak oleh bapaknya.Meski demikian tidak pada tempatnya jika
anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang
tuanya.Namun jika anak, tidaks, dapatssmendapatkan warisan dia hanya bisa
mendapatkan wasiat atau hibah dari ayah biologisnya.

Perlindungan hukum anak luar nikah ini diantaranya adalah harus ada
formalisme sebuah norma hukum dengan terpenuhinya hak-hak anak luar nikah hasil
dari pernikahan yang sah menurut agamanya masing-masing sebagaimana anak

lainnya (tidak ada diskriminasi), sebagaimana amanat pancasila kelima yaitu:

**Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).
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“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu juga mengangkat derajat
anak luar nikah biasanya pada akta kelahiran tidak mempunyai nasab ayah. Maka
dengan adanya disertasi ini, akta lengkap dengan nama ayah dan ibunya, dengan

demikian semua hak yang ada pada anak berkedudukan sama, tidak adanya

diskriminasi.®®
Selanjutnya, Bapa dilan Agama Watansoppeng,
menjelaskan mengenai an kepada anak yang lahir

di luar nikah, bahwa:

ngan nasab
snya apabila
ata lain saja
didikan, hak

Pengadilan
nyimpulkan bahwa 2 anya tidak
arisa yah biologisnya melainkan hak ke : ja. misalnya

hak pen dan hak naf

an yang terdap an materiil MK

No.46 ini.Setelah ji fakta dan
anak diIPrAu HE MIR\E\ tangan i hubungan

[ alian, hak

a setiap anak

zina atau anak dilahirkan tanpa ikatan perkawinan sah adalah tidak dapat memiliki

®Dzanurusyamsi,Upaya Pengadilan dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah
Berdasarkan Sila Ke-5 Pancasila, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, No. 194

M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).
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hubungan nasab dengan ayah biologisnya meskipun itu dapat dibuktikan melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi tes DNA. Akan tetapi, hal itu tidak dapat bertentangan
dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), apabila anak
dilahirkan tanpa ikatan perkawinan sah, perspektif MK melalui hasil uji materiil pasal
43 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974, mendapatkan hak keperdataan mengenai hak
untuk biaya hidup, hak untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi ayah
biologisnya. Oleh karena itu hukum yang terkandung dalam pasal 43 ayat (1) UU
No. 1974 adalah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak
anak.Selain itu juga berupaya untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kelahiran
anak diluar perkawinan. Bahwa potensi kerugian terhadap anak dalam perkawinan
yang tidak didasarkan UU No. 1 tahun 1974adalah tidak ada pengakuan dari bapak
biologisnya yang berhubungan dengan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak
biologisnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan
lainnya, serta kerugian sosial-psikologis ditengah masyarakat yang bisa berujung
pada tindakan diskriminatif.

Pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk ‘adanya hubungan
keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-
hak keperdataan yang dimilikiranak tersebut.Namun kerugian sosial-psikiologis yang
dideritajanak luar kawin tersebut belum. tentu dapat dipulihkan.Harapan seorang anak
yang dilahirkan di fuar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status dari tidak sah
menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah
kandung yang menjadi suami ibunya.

Melihat persoalan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 untuk

membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan bapak biologis dari anak luar
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kawin, maka dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau
alat bukti lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
adalah pembuktian melalui tes DNA.

Bentuk keberlakuan yuridis yang diimplementasikan dalam pemberlakuan

hukum ini yaitu keberlakuan yurid ng berarti bahwa suatu kaidah hukum

dibentuk sesuai dengan a ang berlaku oleh badan yang

berwenang dan secarz al tidak bertents gan kaidah-kaidah hukum

lainnya terutama terhadap kaidah hukum yang lebih

diwujud i na : i an tes DNA
bukanla : ah. Masalahnya bukan il te amun pada
proses , yakni kesediaan laki i dalah bapak

n tes DNA, mengingat adap badan

m peraturan di Indonesia ja walaupun

ada put : i aki yang did pak biologis
dari ang I tetapi tidak aturan yang

ktian akan be larut bahkan

akan mempunyai hubungan waris dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat

"'Supianto, Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia(Jakarta:
garudhawaca,2015), h.106.
"?Busman Edyar, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca
Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil uu Perkawinan,
http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/downdload/115 (19 Desember 2018).
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dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak bapak biologis berdasarkan
ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada
penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah,

menurut saya, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan penetapan Pengadilan

mengenai status anak luar kawin terse bagai ahli waris.

Terkait dengan hal di n Agama mempunyai penafsiran

atau interprestasi terse prestasi atau pe wkum, merupakan metode

penemuan hukum yang me ansparan mengenai teks Undang-

adalah metode penemu peraturannya

ada teta j apat diterapkan pada pe

dengan Mahkamah para Hakim

ama soppeng memandang bah nak di luar

k dilahirkan i i k dilahirkan

Anak di luar
dungan melalui

itsbat nikah, dengan alasan tidak memiliki dasar hukum untuk di mohonkan itsbat

Mukhamad Farid Interpretasi Hakim Tentang Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Purwakerto): Jurnal Idea Hukum, Vol. 1, No.2.
h.131
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nikah. Namun perlindungan yang dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama
terhadap anak tersebut hanya dapat diberikan melalui Pasal 43 ayat (1) pasca uji
materiil MK. Hak-hak dapat diberikan anak di luar nikah tanpa perkawinan sah

terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan

kesehatan dan hak untuk mendapatk yanan publik, sehingga hak perdata yang

terkait dengan hak kewarisar dapat diberikan kepada anak di

luar nikah tanpa perka

Demikian perlunya memberikan batasan atau benang merah (pemisahan)
antara )ut memiliki

berhak atas

melekat dalam diri ana gan seorang

ungan perdata” dengan i cara yuridis

n UU RI.No. 23 Tahun 20 ang ngan Anak,

pasca uji ma

KHI tic ang-undang ungan anak

saja dalam

ara Repul;PnoniE PA R E

turan perund dangan yang

itansoppeng,

“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak merinci hak-hak apa saja
yang didapatkan anak luar nikah, namun MK hanya mengungkapkan hak
keperdataan umum saja.kecuali untuk hukum kewarisan anak luar nikah tidak
bisa mendapatkan melainkan dalam bentuk hibah atau wasiat saja atau orang tua

7M. Yunus dan Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), wawancara
dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng.
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biologisnya diutus untuk memberikan biaé/a sekolah, biaya kesehatan, biaya
hidup tapi bukan dalam bentuk kewarisan.”’

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan
Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak merinci

hak-hak apa saja yang didapatkan k yang dilahirkan di luar nikah namun

Mahkamah Konsititusi hanya keperdataan umum saja. anak luar
nikah tidak mendapatk i dapatkan wasiat/hibah dari

orang tuanya. Seper olah, biaya keseha

us merubah
pbukan hanya
taan dengan ibunya saj i hubungan
iologisnya juga sepanja luar kawin
ayah biologisnya terseb enunjukkan

uar nikah dan menjamin yang wajib

aan anak disini aingkut: ().

an keluarga i dan kepada
ogisnya dan
. pendidikan
a wWasiat wajibah
untuk anak di luar perkawinan. Untuk penjelasan masalah hak waris anak tersebut

secara hukum memang tidak ada.Dan para hakim masih ada khilafiyah yang masih

”>Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).
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perlu didiskusikan bersama untuk mendapatkan kesepakatan dan kepastian, hamun
khilafiyah tersebut adanya sebuah aturan yang baru dari hasil Rakernas yang
memutuskan bahwa anak luar nikah mendapatkan wasiat wajibah dari ayah

biologisnya.’®

Perlindungan hak asasi m negara hukum serta kebebasan dan

persamaan dalam konsep konstitusi. Artinya bahwa

”””” Jan persamaan

. 45/PUU-
bagi anak luar nikah biologisnya
dari amar putusan M Kon (MK) yang
dataan anak luar kawin anya ki hubungan

da ri anak luar
MUI yang
i dan hanya
Mahkamah

anak dan

n demikian

®Syamsul Arifin, “Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan (Studi di
Pengadilan Agama Kota Malang)” (Skripsi Sarjana; jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah: Malang, 2014).

7 Adam Muhshi, Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama
Di Indnesia(Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 43.
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seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari

anaknya hasil hubungan di luar pernikahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin mempertegas kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah
biologis dalam hal bertanggung jawab -untuk menafkahi dan memberikan
penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara,
memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh satu keluarga
(ibu dariganakgluarskawin)gakan, tetapi jugamharussditanggunggbersama dengan

keluarga dari ayah biologisnya. "

Selanjutnya, = Bapak YunusHakim Pengadilan Agama Watansoppeng,
menjelaskan mengenaiapakah ada perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama
Watansoppeng tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil MK No. 46/PUU-
VI111/2010. Menurutnya bahwa:

“Tidak ada perkara yang.diputuskan di_Pengadilan Agama Watansoppeng
tentang hak waris anak luar nikahspasca uji materil MK No. 46/PUU-V111/2010,
namun Jika suatu saat ada kasus yang menuntut hak waris, maka yang pertama
dikehendaki Pengadilan/adalah bukti adanya hubungan suami istri orang tuanya
(buku nikah) sementara tidak ada. Di luar aturan hukum Islam bahwa mereka ini
tidak ada hubungan nasab bagi orang yang meninggal seperti kasus Machica
Muchtar namun tidak ada bukti.Jika tidak ada buku nikah maka dia dianggap
tidak ada hubungan keluarga.Berbeda halnya pada saat sebelum diproses dia
mengajukanitsbat.pernikahannya maka.disahkanlah.pernikahannya jika memang
pernikahnnya itu sah, maka anak itu adalah anak yang sah, maka berhaklah
menjadi ahli waris.”

"®Mohammad Roully Parsaulian Lubis, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK Rl No.46/PUU/2010
Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis. https://media.neliti.com/media/publications/162182-1D-
kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdft&ved= (4 Januari 2019).

M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan
Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwatidak ada perkara yang diputuskan di
Pengadilan Agama Watansoppeng tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil

MK No. 46/PUU-VII1/2010, namun jika suatu saat ada kasus yang menuntut hak

waris, maka yang pertama dikehenc engadilan adalah bukti adanya hubungan

suami istri orang tuanya m Islam jika tidak ada bukti
pernikahan orang tua : gan nasab bagi orang yang
U tdak bisa mendapatkan

dari orang

ng diputuskan di Pe
ak luar nikah pasca

memeriksa,

k luar perkawinan.Na

:. rkara ;h.-._ -a 3 k judka ilan.Apabila
a hendaknya
hakim memutus perkara berdasarkan teori hukum sehingga perkara tersebut diputus
dapat berkeadilan dan kemaslahatan, agar tercapainya pemenuhan perlindungan anak

diluar nikah berdasarkan nilai keadilan.

8gyamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).
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Selanjutnya, Bapak M. Yunus dan Bapak Syamsul Bahri Hakim Pengadilan
Agama Watansoppeng, menjelaskan mengenaiapakahpasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1
tahun 1974 pasca uji materil MK No. 46/PUU-V111/2010 diberlakukan di Pengadilan

Agama Watansoppeng. Menurutnya bahwa;

“Tidak diberlakukan dan tid
Watansoppeng karna i
menerapkannya.Sem
diberlakukan  di

pe:lrtimbangan.”81

ara seperti itu di Pengadilan Agama
tantangan bagi hakim untuk
ngujian materil dapat saja
oppeng dengan banyak

Pengadilan
tidak ada
enjadi suatu
a pengujian
gan banyak
lihat apakah
ah ada bukti

terpenuhi rukun dan syarat _pernikaha

i orang tuany: ZI a .

ikahan yang

sah.

lakuan h IS ikah itu, tidak diberlak i Pengadilan
Agama apvi ﬁ?h h E< nikah juga
belum | jadi sebuah

tugas bagi setiap hakim dalam menggali suatu fenomena yang timbul dalam
masyarakat sehingga menjadi suatu tantangan dalam memutus suatu perkara

berdasarkan fenomena dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya.

8M. Yunus dan Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara
dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng.
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Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan berdasarkan
pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya masing-masing hakim
berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim

akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi dalam perkara tertentu.

Keberlakuan sosiologis yait ukum dalam kenyataannya diterima dan

diberlakukan oleh masyara engan menerima sanksi jika ada
orang yang tidak m u apabila telah menjadi

an apabila telah menjadi

: ga atansoppeng

jela enge yang dilakukan dalam hak waris

anak pe | 43 ayat (1) UU RI. Menurutnya
bahwa;

. e n hak waris anak luar nik: an cg kukan itsbat

i ak semudah menerbitkan dup kare rus melalui

Pengadilan

nikah bisa

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang

telah menikah secara sah menurut agama untuk mendapatkan pengakuan dari Negara

82M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).
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atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang
lahir selama perkawinan, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.
Itsbat nikah hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama hanya terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1) Adanya perkawinan dalam rangk esaiaan perceraian.

2) Hilangnya akta nikah.
3) Adanya keraguan

atau tidaknya s syarat perkawinan.

4)
5)

/ang terjadi sebelum berlak J No. 1 Tahun 1974.

yai halangan

iajukan oleh suami ata ereka, wali
pentingan dengan per
di bawah tangan, itsh : ukan dalam

erceraiaan.Selain itu, untuk m stian hukum

perkawinan n agama yan

tor Urusan A atau Kantor

an berkaitan
atau kawin
hamil, itu melihat dari peristiwa fakta kejadiannya, kemudian fakta kejadian tersebut

akan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, kalau memang fakta tersebut

8Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia
(Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 79.

8Erna Ratnaningsih, Akta Nikah Dan Itsbat Nikah, business-law.binus.ac.id/2018/07/09/akta-
nikah-dan-itsbat-nikah/ (4 Januari 2019).
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menggunakan landasan hukum yang berlaku dirasa adil, majelis hakim dalam amar
putusannya menerapkan ketentuan tersebut. Tetapi kalau dengan fakta kejadian
tersebut, kemudian menggunakan landasan hukum yang berlaku dirasa tidak adil, dari
hal tersebut majelis hakim boleh untuk menyimpangi aturan yang ada itu.Pada
akhirnya dari pertimbangan hukum tersebut.menuju satu yang dianggap adil menurut
majelis hakim yang memeriksa perkara itu.Dan seorang hakim di Indonesia tidak
harus mengikuti aturan Undang-undang yang ada, dalam ketentuannya seorang hakim
bebas berijitihad.Dari penjelasan analisis tersebut senada dengan maksud dari Pasal
27 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menyebutkan kurang lebih sebagai ‘berikut “seorang hakim dalam memutus suatu

perkara diberi wewenang untuk membentuk hukum dan menemukan hukum.®

Selanjutnya, Bapak Syamsul BahriHakim Pengadilan Agama Watansoppeng,
menjelaskan bahwa;

“Memberlakukan dan melaksanakan hak waris anak pasca uji materil MK
tersebut tergantung kepada hakim yang memutus perkara tersebut.Akan tetapi
pada dasarnya putusan MK tersebut memberikan perlindungan hukum kepada
anak luar kawin sehingga dalam melaksanakan putusan tersebut banyak dampak
positifnya.”86
Hak waris anak itu berlaku secara otomatis apabila anak itu lahir dari
perkawinan yang sah tapisapabilasia bukan, anakgyangs=sah maka untuk mendapatkan
haknya terlebih dahulu orang tuanya melakukan itshat nikah.
Dalam teori hak asasi manusia menuntut adanya setiap anak memperoleh hak

asasinya, yang merupakan hak-hak yang melekat secara absolut yang melekat pada

#syamsul Arifin, “Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan (Studi di
Pengadilan Agama Kota Malang)”.

%syamsul Bahri Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).
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hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Pengawalan hak asasi
manusia ini juga diperlukan untuk mengawal hak dasar yang diperoleh dari negara

atau pemerintah.

Selanjutnya, Bapak M. Y. Pengadilan Agama Watansoppeng

menjelaskan mengenaipemb ng di lahirkan di luar pernikahan.

Menurutnya bahwa;

nikahhanya a atkan warisan apabila ada bukti buku

: tidak bisa

Pengadilan

Agama impulkan bahwa apabil jukkan buku

tersebut di dalam kelah

tidak tertulis nama aya : anya ditulis

gan terhadap
gan bapak
tidak akan
berarti hwa adanya
pembuk ak biologis

berdasarkan ilmu pengetahuan.®

8 M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).

®Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU
Terhadap UUD, h. 219-220.
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Ketidakjelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara
ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal
bahwa anak tersebut anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak

dicatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak

menuntut nafkah, biaya pendidikan isan dari ayahnya, kecuali ayahnya tetap

mau bertanggung jawab dan kewajibannya menurut hukum

3 : g dit

dapat etapan mengenai hu kep
i ikatakan bahwa terjadi nse

yang tidak dicatatkan ang

Islam uhi syarat dan rukun per nya,

perkawina j g bersangk encatatkan

para hakim

(KUA) dan han status ke aan anaknya

alam kasus

permohona snya. Status

an (kumpul

kepada ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya dengan menunjukkan bukti

8 Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya
Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 75.
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dari medis (tes DNA) bahwa laki-laki tersebut terbukti sebagai ayah biologis anak

tersebut.®

13l

PAREPARE

*°Syamsul Arifin, “Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan (Studi di
Pengadilan Agama Kota Malang)”.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Hak waris anak pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974

adalah anak yang lahir di | ikahan baik yang nikah di bawah tangan

atau tanpa ikatan pe yai hubungan perdata dengan

ibunya saja, set arkan putusar naka anak yang lahir diluar
pernikahan juga me i erdata dengan ayah biologisnya
n teknologi
pengadilan,

mpunyai hubungan dar gan perdata

nya termasuk hak kew.

nan tetap dinasabkan ke

tentang pemberlakuan huk k wa

pasal 43 ay un 1974 di lilan Agama

oppeng semua me a dalam pengujia

ukan di P nsoppeng te elum dapat

menjadi suatu tantangan bagi hakim untuk menerapkan suatu hukum.

Saran

5.1.3.1 Anak yang lahir diluar nikah perlu di itsbatkan pernikahannya sehingga anak

tersebut dapat memperoleh hak-haknya layaknya sebagai anak yang lahir

76
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dalam perkawinan yang sah. Sama halnya anak yang lahir dalam perkawinan
yang sah, setiap anak dapat memperoleh kedudukan yang sama di depan

hukum.

5.1.3.2 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010 tentang

pengujian UU Nomor 1 T 4 tentang Perkawinan, hendaknya para

hakim dapat men;j ah Konstitusi (MK) tersebut
sebagai pega rkara yang berhubungan

ahir diluar nikah, ko hukumnya akan dapat
dil terhadap
ak lahir luar

nya memiliki hubung ibunya dan

api juga dengan ay lah melalui

ukung oleh ilmu peng )i atau bukti

121
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KEDUDUKAN ANAK
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Anak yang sah adalah anak ya atau sebagai akibat perkawinan

yang sah.
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gan perdata
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